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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaturan hukum mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sea Bed 

Area menurut UNCLOS 1982 telah diatur secara komprehensif dalam 

bagian XI (Part XI) UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa kawasan dasar 

laut internasional (The Are) berserta sumber dayanya merupakan warisan 

bersama umat manusia (coomon heritage of mankind). Oleh karena itu, 

tidak satu pun negara dapat mengklaim kedaulatan atas The Area. Seluruh 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan tersebut harus dilakukan di 

bawah pengawasan dan pengendalian Internasional Seabed Authority (ISA) 

sebagai otoritas internasional tunggal yang berwenang mengatur perizinan, 

pengelolaan, serta pembagian manfaat secara adil. UNCLOS juga mengatur 

kewajiban perlindungan lingkungan laut melalui Pasal 145 dan Bab XII, 

yang menekankan pencegahan, pengendalian dan pengurangan dampak 

lingkungan dari aktivitas pertambangan laut dalam. Dengan demikian, 

pengaturan eksplorasi dan eksploitasi Sea Bed Area tidak hanya berorientasi 

pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga pada prinsip kehati-hatian, 

pembangunan berkelanjutan, serta keadilan antar generasi. 

2. Tanggung Jawab hukum Internasional atas kerusakan lingkungan laut akibat 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Sea Bed Area melekat pada 
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beberapa subjek hukum internasional, khusunya negara sponsor, kontraktor, 

dan ISA. UNCLOS 1982 melalui Pasal 139, Pasal 145, dan Pasal 235 

menegaskan bahwa negara sponsor memilki kewajiban hukum untuk 

memastikan bahwa kegiatan yang disponsori dilaksanakn sesuai dengan 

ketentuan hukum internasional dan tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan laut. Kegagalan negara sponsor dalam menjalankan kewajiban 

tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional. Hal ini 

diperkuat oleh 1994 Implementing Agreement serta Advisory Opinion 

ITLOS tahun 2011, yang menegaskan bahwa kewajiban negara sponsor 

bersifat kewajiban due diligence, yakni kewajiban untuk mengambil 

langkah legislatif, administratis, dan pengawasan secara efektif. Meskipun 

demikian, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum internasional 

yang ada masih menghadapi berbagai kelemahan, antara lain ketidak pastian 

mekanisme kompensasi lingkungan, keterbatasan penegakan hukum, serta 

potensi konflik kepentingan dalam mandat ganda ISA sebagai regulator dan 

fasilitator eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan 

lingkungan laut The Area belum sepenuhnya optimal dan masih 

memerlukan penguatan norma serta mekanisme pertanggungjawaban yang 

lebih tegas dan efektif. 

3. Keterlibatan negara berkembang dalam rezim Sea Bed Area sebagaimana 

diamanatkan oleh prinsip common heritage of mankind masih menghadapi 

berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan teknologi, modal, dan 

kapasitas sumber daya manusia. Meskipun UNCLOS 1982 mengatur 

mekanisme pembagian manfaat melalui ISA, implementasi prinsip 



58 
 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

keadilan distributif tersebut belum sepenuhnya optimal. Akibatnya manfaat 

ekonomi dari eksplorasi dan eksploitasi Sea Bed Area cenderung lebih 

banyak dinikmati oleh negara maju dan koporasi besar, sementara negara 

berkembang masih berada pada posisi yang relatif pasif. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa tujuan pemerataan manfaat global sebagaimana 

diidealkan oleh UNCLOS masih memerlukan penguatan dalam aspek 

implementasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menguraikan pula 

beberapa saran. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut : 

 

1.  Penguatan norma perlindungan lingkungan laut dalam rezim UNCLOS 

dan instrumen turunannya Diperlukan penguatan ketentuan hukum 

internasional yang secara khusus mengatur perlindungan lingkungan laut 

dalam kegiatan pertambangan dasar laut, baik melalui amandemen, 

perjanjian pelaksana (implementing agreement), maupun pengembangan 

standar teknis lingkungan yang lebih rinci. 

2.  Ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 masih bersifat umum dan 

memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya terkait batasan tingkat 

kerusakan lingkungan yang dapat ditoleransi, mekanisme pemulihan 

ekosistem laut dalam, serta kewajiban tanggung jawab mutlak (strict 

liability) terhadap kerusakan lingkungan laut yang bersifat serius dan 

permanen. 

3. Penerapan prinsip kehati-hatian dan penilaian dampak lingkungan yang 

lebih ketat Setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Sea Bed Area 
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seharusnya didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian 

(precautionary principle) secara maksimal, mengingat keterbatasan 

pengetahuan ilmiah mengenai ekosistem laut dalam. Oleh karena itu, 

pelaksanaan environmental impact assessment (EIA) perlu diperketat, 

bersifat transparan, dan melibatkan komunitas ilmiah independen sebelum 

izin pertambangan diberikan. Selain itu, hasil EIA harus menjadi dasar 

utama dalam pengambilan keputusan oleh ISA, bukan sekadar persyaratan 

administratif formal. 

4. Penguatan peran dan independensi International Seabed Authority 

(ISA).ISA perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan dengan meningkatkan transparansi proses pengambilan 

keputusan, memperjelas mekanisme sanksi terhadap pelanggaran 

lingkungan, serta memisahkan secara lebih tegas antara fungsi pengaturan 

dan fungsi fasilitasi eksploitasi. Penguatan ini penting untuk menghindari 

konflik kepentingan dan memastikan bahwa perlindungan lingkungan laut 

tetap menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan ekonomi jangka 

pendek. 

5. Peningkatan tanggung jawab negara sponsor dan kontraktor pertambangan 

Negara sponsor harus memperkuat regulasi nasionalnya dengan 

menetapkan standar lingkungan yang lebih tinggi, sistem pengawasan 

yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap 

kontraktor yang disponsori. Selain itu, negara sponsor perlu memastikan 

bahwa kontraktor memiliki kapasitas teknis, finansial, dan lingkungan 

yang memadai sebelum diberikan izin. 
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